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ABSTRAK 
 
Wulandari. K6414057. PERAN PEMERINTAH DALAM MENGUPAYAKAN HAK 
ATAS UPAH YANG LAYAK BAGI PEKERJA (STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA 
DAN PERINDUSTRIAN KOTA SURAKARTA). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Februari 2019.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Persepsi pekerja, pengusaha, dan 
pemerintah mengenai upah yang layak; 2) Peran pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta dalam mengupayakan hak atas upah yang layak; 3) Hambatan 
dan solusi pemerintah dalam mengupayakan upah yang layak bagi pekerja.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik purposive 
sampling. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian 
validitas data menggunakan trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode. Analisis data 
menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat perbedaan persepsi antara pekerja, 
pengusaha, dan pemerintah mengenai upah yang layak. Pekerja beranggapan bahwa upah yang 
layak adalah upah yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Menurut pengusaha, upah yang layak 
adalah upah yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut pemerintah, upah yang 
layak adalah upah yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan KHL. 2) Peran 
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta mengenai kebijakan upah minimum 
adalah: a) perhitungan upah minimum, b) mengusulkan ke Bupati/Walikota, c) melakukan 
pengawasan, d) memberikan sanksi. Sedangkan dalam kebijakan struktur dan skala upah yaitu: 
a) memberikan pelatihan dan sosialisasi, b) melakukan pemantauan dan monitoring, c) 
memberikan sanksi. 3) Hambatan: a) Terdapat perbedaan persepsi antara pekerja dan 
pengusaha mengenai upah yang layak; b) kurangnya pemahaman pengusaha mengenai struktur 
dan skala upah, c) ada pengusaha yang merasa terbebani dan tidak menyusun struktur dan skala 
upah. Solusi: a) memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pengusaha, b) memberikan sanksi 
administratif kepada pengusaha yang tidak menyusun struktur dan skala upah, c) melakukan 
sosialisasi mengenai norma hubungan kerja.  
 
Kata kunci: hak, upah, pekerja, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Wulandari. K6414057. GOVERNMENT’S ROLE ON STRIVING FOR PROPER PAYMENT 
AUTHORITY FOR EMPLOYEE (LABOR OFFICES AND INDUSTRIAL STUDY IN SURAKARTA). 
Thesis, Surakarta: Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sebelas University March 
September 2018. 
This research has aims to know: 1) employee’s, entrepreneur’s, and government’s perception 
about proper payment, 2) Government’s role, labor offices and industrial, strives for proper payment, 
3) problem and government’s problem solve to strive proper payment. 
This research used qualitative research method with purposive sampling technique. Data 
collecting technique which is used are observation, interview and documentation. Trustworthiness of 
the Data which is used is source of the data triangulation and triangulation method. The data analysis 
of the research used interactive analysis method. 
The results of the research show that: 1) there are some of differences perception between 
employee, entrepreneur, and government on proper payment. Employees have a hunch that proper 
payment is payment which appropriate with their requirement. According to entrepreneur’s point of 
view, proper payment is payment which is agreed by both of employees and entrepreneur. Whereas, 
according to government’s proper payment is payment which appropriate with requirement based on 
KHL calculation. 2) Surakarta Labor Offices and industrial’s role about minimum payment are; a) 
payment minimum calculation, b) suggesting to Regent or Mayor, c) doing monitoring, d) giving 
punishment. Whereas in the principal structure and payment scale; a) giving training and socialization, 
b) doing monitoring, c) giving punishment. 3) problems ; a) There is a difference in perceptions between 
workers and employers on decent wages; b) entrepreneur’s less understanding  about structure and 
payment scale, c) there is entrepreneur which is burdened and do not arrange the structure and payment 
scale. Problem solutions; a) giving socialization and training to entrepreneur, b) giving administration 
punishment to the entrepreneur which do not arrange the structure and payment scale, c) giving 
socialization about job relations norms. 
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